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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kestabilan ekonomi dan
sosial mayarakat serta mempertahankan daya beli
masyarakat atas bahan bakar minyak, perlu mengubah
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
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Mengingat

Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga
Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4746);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

www.peraturan.go.id



10.

2018, No.490

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4996);

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang
Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran
Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual
Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
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Menetapkan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1532);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL  TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  ATAS
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERHITUNGAN
HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK.

Pasal I
Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral,;
a. Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 76);
b. Nomor 39 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1715);
c. Nomor 27 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1532);
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Perhitungan harga jual eceran Jenis BBM Umum di titik
serah, untuk setiap liter ditetapkan oleh Badan Usaha
dengan harga tertinggi ditentukan berdasarkan harga
dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan
margin paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga

dasar.
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Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan Peraturan Daerah provinsi setempat.

Penetapan atau perubahan harga jual eceran Jenis BBM
Umum yang disalurkan sendiri oleh badan wusaha
pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi
dan/atau penyalur bahan bakar minyak yang melalui
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Nelayan ditetapkan oleh Badan
Usaha setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
Menteri dapat memberikan persetujuan harga jual eceran
Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan mempertimbangkan:

a. situasi perekonomian;

b. kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau

c. ekonomi riil dan sosial masyarakat.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), harga jual eceran Jenis BBM Umum selain
yang disalurkan sendiri oleh badan usaha pemegang izin
usaha niaga minyak dan gas bumi dan/atau penyalur
bahan bakar minyak yang melalui Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan oleh Badan Usaha dan wajib dilaporkan
kepada Menteri.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penerapan harga
jual eceran Jenis BBM Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (5), Badan Usaha dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

www.peraturan.go.id



2018, No.490

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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